
 
 

 
 
 
 

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA 
NOMOR  15  TAHUN 2007 

 
PERATURAN DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA 

NOMOR   15   TAHUN 2007 
 

 TENTANG 
 

RETRIBUSI WAJIB DAFTAR PERUSAHAAN 
 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 
 

BUPATI PURBALINGGA, 
 

Menimbang : a.  bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 38 
Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan 
Antara Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan 
Pemerintahan Kabupaten/Kota, maka pengaturan 
pendaftaran Perusahaan menjadi kewenangan 
Pemerintah Kabupaten/Kota; 

 
b. bahwa dalam rangka pembinaan, pengawasan, 

pengendalian dan menciptakan iklim usaha yang 
lebih kondusif dalam pengembangan dan peningkatan 
peran dunia usaha serta mencatat setiap kegiatan 
usaha sehinggga lebih menjamin perkembangan dan 
kepastian berusaha, maka perlu mengatur Retribusi 
Wajib Daftar Perusahaan; 

 
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 

dimaksud pada huruf a dan b, maka perlu menetapkan 
Peraturan Daerah tentang Retribusi Wajib Daftar 
Perusahaan ; 
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Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 tahun 1950 tentang 
Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam 
Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara 
Tahun 1950 Nomor 42); 

2. Undang–Undang Nomor 3 Tahun 1982 tentang Wajib 
Daftar Perusahaan (Lembaran Negara Rebublik 
Indonesia Tahun 1982 Nomor 7, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3214); 

3. Undang–Undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang 
Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Rebublik 
Indonesia Tahun 1995 Nomor 13, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3587); 

4. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang 
Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 3685) yang telah diubah dengan Undang-
Undang Nomor 34 Tahun 2000 Tentang Pajak Daerah 
dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048); 

5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang 
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286 ) ;  

6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang  
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355 ) ; 

7. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang  
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan  
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 
Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4389) ; 
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8. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang 
Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab 
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400); 

9. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) 
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang 
Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan 
Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 
Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang 
Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah 
Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4548); 

10. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 
Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara 
Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 
Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4438); 

11. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang 
Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia  Nomor  4139); 

12. Peraturan Pemerintah Nomor 58  Tahun  2005 
tentang  Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4578) ; 
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13. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang 
Pembagian Urusan  Pemerintahan Antara  
Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintahan 
Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan 
Lembaran  Negara Republik Indonesia Nomor 4737) ; 

14. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang 
Pengesahan, Pengundangan, dan Penyebarluasan 
Peraturan Perundang-undangan; 

15. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Purbalingga 
Nomor 22 Tahun 2003 tentang Penyidik  Pegawai 
Negeri Sipil Daerah Kabupaten Purbalingga 
(Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 
2003 Seri D Nomor 10); 

16. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 30 
tahun 2005 tentang Susunan Organisasi dan Tata 
Kerja Kantor Pelayanan Perizinan dan Investasi 
(Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 
2005 Nomor 30) ; 

 

Dengan Persetujuan Bersama 
 

 DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH 
KABUPATEN PURBALINGGA 

 
dan  

 
BUPATI PURBALINGGA 

 
MEMUTUSKAN  : 

 
Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN 

PURBALINGGA TENTANG RETRIBUSI WAJIB  
DAFTAR PERUSAHAAN. 
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BAB I 
KETENTUAN UMUM 

 
Pasal 1 

 
Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan : 
1. Daerah adalah Kabupaten Purbalingga. 
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur 

penyelenggara Pemerintahan Daerah. 
3. Bupati adalah Bupati Purbalingga. 
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD 

adalah DPRD Kabupaten Purbalingga sebagai unsur penyelenggara 
Pemerintahan Daerah. 

5. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu sesuai dengan 
Peraturan Perundang-undangan yang berlaku. 

6. Usaha adalah setiap tindakan, perbuatan atau kegiatan apapun dalam 
bidang perekonomian yang dilakukan oleh setiap pengusaha untuk 
memperoleh keuntungan dan atau laba. 

7. Pengusaha adalah setiap orang perorangan atau persekutuan atau 
badan hukum yang menjalankan sesuatu jenis perusahaan. 

8. Perusahaan adalah setiap bentuk usaha yang menjalankan setiap jenis 
usaha yang bersifat tetap dan terus menerus dan yang didirikan, 
bekerja serta berkedudukan dalam wilayah Kabupaten Purbalingga 
untuk tujuan memperoleh keuntungan dan atau laba. 

9. Anak Perusahaan adalah perusahaan yang dimiliki secara keseluruhan 
atau sebagian yang dikendalikan atau diawasi oleh perusahaan lain 
yang pada umumnya memiliki seluruh atau sebagian terbesar 
saham/modal yang ditempatkan pada anak perusahaan tersebut. 

10. Cabang Perusahaan adalah perusahaan yang merupakan unit atau 
bagian dari perusahaan induknya yang dapat berkedudukan di tempat 
yang berlainan dan dapat bersifat berdiri sendiri atau bertugas untuk 
melaksanakan sebagian tugas dari perusahaan induknya. 

11. Agen Perusahaan adalah perusahaan yang diberi kuasa untuk 
melakukan sebagian atau seluruh kegiatan dari perusahaan lain yang 
diageni dengan suatu ikatan atau perjanjian. 

12. Perwakilan Perusahaan adalah perusahaan yang bertindak mewakili 
kantor pusat perusahaan untuk melakukan suatu kegiatan dan atau 


